
GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Bengkulu;
bahwa untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu maka perlu
disesuaikan dengan perkembangan saat ini, untuk itu
perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubemur
Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijal<an
Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2Ol4
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan kmbaran

Mengingat : 1.

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undalg-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O04 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 440O);

b.

2.



7.
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peratural Perundang-undangan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL 1 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambaltan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 ter:tang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor 171, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 534O);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang
Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor
25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

8.

9.

10.

11.

12.
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 i.r*rrranlg
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201I Nomor 3lO);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11
tentang Pedoman Pemberial Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 45O), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O12 Nomor 540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O13
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daera-h (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun
2OOZ tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 20O7 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 25 TAHUN
2OI4 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMEzuNTAH
PROVINSI BENGKULU,
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubemur
Bengkulu Nomor 25 Tahun 2Ol4 tentang Kebijalan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 24) diubah:
1. Ketentuan pada Buku 1 yang memuat BAB V diubah.
2. Ketentuan pada Buku 2 yang memuat BAB I, BAB II,

BAB IV, BAB VI, BAB VII, BAB VIII, BAB x diubah,
kemudian setelah BAB XV ditambah satu BAB baru yaitu
BAB XVI.

3. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntalsi Pemerintah Provinsi Bengkulu
(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O14 Nomor 24)
Buku 1 BAB V, Buku 2 BAB I, BAB II, BAB IV, BAB VI, BAB
VII, BAB VIII, BAB X dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagt.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 26 Oktober 2O15
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 27 Oktober 2O15

PIt. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 45

Pembina Tk. I
NIP 19690905 199403 10r1

galinan
( KEP,

.dengan aslinya
KEPALA HUKUM,


